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Lampiran Rencana Penggunaan Biaya dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini. 
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(8). Daftar peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas wajib diserahkan oleh 
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penelitian selesai. 
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penggunaan biaya pelaksanaan Penelitian yang disertai dengan bukti-bukti. 
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Keuangan, dan luaran wajib berupa Jurnal (Juni 2021). 
(6). Apabila Pihak Kedua tidak mengumpulkan Laporan Akhir, Logbook, Laporan 

Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sebagaimana disebutkan dalam ayat (5), 
maka Pihak Pertama akan memberikan sanksi. 
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Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 
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memperpanjang batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) di atas 
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berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan oleh Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian kepada Masyarakat. 
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ABSTRAK 

Setiap negara memiliki potensi yang berbeda dengan negara lain, misalnya Indonesia sebagai 
negara yang memiliki kekayaan alam dan nilai kekerabatan yang erat. Di era globalisasi negara 
maju menerapkan transplantasi hukum merek untuk menstandarkan hukum merek dalam 
menunjang kepentingan mereka di pasar bebas. Salah satunya, perlindungan indikasi geografis 
yang telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 
Geografis. Bagaimana transplantasi hukum dalam melindungi indikasi geografis kopi 
Kintamani untuk meningkatkan nilai ekonomi produknya? dan bagaimana upaya berbagai 
pihak  di Kabupaten Bangli Bali dalam melestarikan lingkungan geografis  kopi Kintamani? 
Jenis penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan budaya terhadap masyarakat dan 
menggunakan data sekunder serta dianalisis secara kualitatif. Transplantasi hukum berjalan 
seiring dengan budaya hukum masyarakat penghasil kopi. Hal ini, dapat dilihat dari 
pemahaman masyarakat dalam pengelolaan kopi yang dilindungi indikasi geografis dan upaya 
melestarikan geografisnya. Upaya masyarakat menjaga lingkungan geografisnya didukung 
oleh hubungan kekerabatan yang erat. Terpelihara lingkungan geografis merupakan salah satu 
syarat mempertahankan perlindungan indikasi geografis. Pemerintah Daerah dan berbagai 
pihak berupaya mempromosikan dan memasarkan produk kopi Kintamani. Namun, untuk 
meningkatkan nilai ekonomi dan menguasai pangsa pasar, perlu diupayakan untuk pendaftaran 
merek kolektif bagi produk kopi Kintamani.  
 
Kata Kunci: Transplantasi Hukum Merek, Indikasi Geografis Kopi Kintamani 
 

I. PENDAHULUAN 

 
      Di era globalisasi ini setiap Negara harus mampu mengembangkan potensinya untuk 

dapat berperan aktif di pasar bebas. Namun, globalisasi yang terjadi  tidak dapat melepaskan 

diri dari transplantasi hukum modern  Negara maju ke negara-negara berkembang. 

Transplantasi dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan Negara maju di pasar bebas. Di 

sisi lain, transplantasi hukum membawa pengaruh langsung bagi perubahan budaya hukum 

masyarakat lokal di Indonesia, mengingat budaya hukum masyarakat Indonesia yang 



bersifat komunal. Perbedaan budaya hukum ini terkait dengan historis dan kondisi alam 

yang ada di berbagai Negara, misalnya Indonesia sebagai Negara agraris merupakan yang 

memiliki nilai kekerabatan yang kental berkonsep komunal, sedangkan Negara maju yang 

berlandaskan pada prinsip kompetisi dan kapitalis mendorong masyarakatnya bersifat 

individual.  

Salah satu produk hukum modern yang harus ditransplantasi adalah perlindungan 

indikasi geografis, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 

Merek dan Indikasi Geografis, disingkat UU Merek dan IG.  

Perlindungan indikasi geografis ini diawali dengan negara Perancis. Amerika 

mengakomodasi fungsi indikasi geografis dalam Undang-Undang mereknya dan 

memfungsikan sebagai merek kolektif. (Henry Solistyo,2014:102). Oleh karena itu, negara 

maju memasukkan peraturan indikasi geografis telah lama mendapat pengakuan, terbukti 

dari dicantumkannya indikasi geografis dalam Pasal 22 ketentuan Trade Related Aspect of 

Intellectual Property Rights, disingkat TRIPs.  

Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar untuk menghasilkan berbagai 

jenis tanaman dibidang pertanian yang berpotensi dilindungi indikasi geografis. Selama ini 

sudah cukup banyak produk yang dilindungi indikasi geografis, dan yang pertama kali 

mendapatkan perlindungan indikasi geografis pada Juli tahun 2007 adalah kopi Kintamani 

Bali.  

   Di era pasar bebas ini perlindungan indikasi geografis memiliki nilai ekonomi yang 

tinggi. Salah satu syarat memperoleh indikasi geografis produk yang memiliki rasa khas dan 

istimewa  yang terkait langsung dengan linkungan geografisnya. Namun, perlindungan 

indikasi geografis bukan merupakan akhir tetapi awal dari proses hukumnya. Hal ini 

disebabkan perlindungan indikasi geografis tetap memperoleh perlindungan hukum selama 

produk pertanian tersebut dapat mempertahankan rasa yang khas dan unik dari produknya. 

Hal ini merupakan persyaratan yang tertuang dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi 

Geografis, disingkat UU Merek dan IG, untuk memperoleh perlindungan indikasi geografis  

barang  harus berasal dari daerah asal yang memiliki keunikan  yang tidak sama dengan 

daerah manapun di dunia ini. Oleh karena itu, barang yang menggunakan indikasi tersebut 

harus berhubungan dengan tempat atau daerah barang itu berasal, kualitas atau karakteristik 

dari produk tersebut dan kualitas atau karakteristik harus terkait dengan kondisi geografis 

dan karakteristik masyarakat tempat asal barang. (Agus Sardjono, 2005: 9&10) 

    Indikasi georafis merupakan salah satu aspek hukum yang dikenal dalam hak 

kekayaan intelektual. Dalam kenyataannya indikasi geografis dapat digolongkan dalam 



kekayaan intelektual komunal, karena kepemilikan indikasi geografis dimiliki secara 

komunal oleh masyarakat penghasilnya. Khusus bagi kopi Kintamani dimiliki secara 

Bersama sama oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Kintamani, yang 

disingkat dengan MPIG Kopi Kintamani. (Berita Resmi Indikasi Geografis, 2007) 

      Salah satu aspek yang menarik adalah eratnya sistem kekerabatan di masyarakat 

Kabupaten Bangli Bali yang dikenal dengan istilah subak. dimana setiap desa yang disebut 

banjar di Kabupaten Bangli terlibat dalam mengelola dan mengembangkan kopi Kintamani 

untuk mendukung dan mempermudah pengelolaan kopi Kintamani masyarakat Kabupaten 

Bangli. Bentuk usaha koperasi dianggap sesuai dengan sistem kekerabatan masyarakat 

setempat yang komunal. Khusus dalam penelitian ini dipilih Koperasi Tani MPIG kopi 

Kintamani yang dikelola masyarakat Kabupaten Bangli. (I Ketut Ardana, Juni 2007: 244) 

Apabila dikaji secara lebih mendalam, kendala yang timbul berkaitan dengan 

indikasi geografis, bukan cara  memperoleh sertifikat indikasi geografis tersebut. Namun,  

perlindungan indikasi geografis terkait erat dengan lingkungan geografis dan apabila terjadi 

kerusakan lingkungan geografisnya berakibat berakhirnya perlindungan indikasi geografis. 

Alasannya kerusakan lingkungan akan mengakibatkan turunnya kualitas barang yang 

diproduksinya. Sehingga daerah-daerah seperti Kabupaten Kintamani memiliki kewajiban 

untuk melestarikan  lingkungan geografis dimana kopi Kintamani tersebut tumbuh agar 

kualitas kopinya tetap dapat terjamin. Sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan 

indikasi geografis akan berakhir bila lingkungan geografisnya berubah, baik terkait dengan 

alam ataupun manusianya. Berdasarkan konsep ini, maka perlindungan indikasi geografis 

adalah awal dari suatu perjalanan dan dapat berlangsung langgeng  apabila semua pihak 

tetap dapat menjaga lingkungan geografisnya. Berkaitan dengan upaya untuk menjaga 

lingkungan geografis dipengaruhi oleh tingkat budaya hukum masyarakat Kabupaten Bangli 

untuk  memelihara lingkungan geografis tersebut. Upaya memelihara lingkungan geografis 

dalam melindungi indikasi geografis terkait dengan kemampuan  memahami UU Merek dan 

IG, khususnya mengenai perlindungan indikasi geografis dan memahami Peraturan 

Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, selanjutnya disingkat dengan 

PP Indikasi Geografis. 

    Oleh karenanya, budaya hukum tidak dapat dilepaskan dengan tingkat pemahaman 

yang baik, yang selanjutnya diikuti dengan ketaatan serta perilaku hukum agar penerapan 

UU Merek dan IG khususnya perlindungan indikasi geografis dapat efektif. Hal lain yang 

perlu diketahui oleh masyarakat setempat bahwa perlindungan indikasi geografis  juga 

terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual lainnya seperti merek atau paten 



untuk melindungi teknologi dalam mengembangkan cara pengelolaan kopi tersebut sebagai 

satu kesatuan perlindungan.  

 

II. PERMASALAHAN 
 

              Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka permasalahan yang 

dibahas, adalah: 

 
A. Bagaimana transplantasi hukum dalam melindungi indikasi geografis kopi 

Kintamani guna meningkatkan nilai ekonomi produknya? 

B. Bagaimana upaya berbagai pihak di Kabupaten Bangli Bali dalam melestarikan 

lingkungan geografis kopi Kintamani? 

 

III. METODE PENELITIAN 

     Penelitian ini mengunakan metode normatif dalam konteks hukum dengan 

pendekatan  budaya, ( A’an Efendi, et all, 2019: 39) karena perlu memahami pemahaman 

masyarakat sebagai petani kopi Kintamani Bali. Oleh karena, hukum tidak bisa 

dipisahkan dari masyarakat sebagai pengguna hukum merek dan juga pelaksana hukum. 

Penelitian ini yang menggunakan data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, 

yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan 

Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.  Untuk mendukung 

digunakan bahan hukum sekunder yaitu berbagai literatur bidang hukum merek dan 

indikasi geografis dan  transplantasi hukum. (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002: 81&82) 

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara 

deskriptif penelitian ini tidak hanya mengungkapkan dan menggambarkan data mengenai 

peraturan yang ada, tetapi juga melakukan pengamatan social budaya masyarakat adat 

terkait pemahaman hukum masyarakat petani dan pemerintah daerah, terkait 

perlindungan indikasi geografis kopi Kintamani. (Afdol, 1 Januari 2002: 7&8)     

      

IV. PEMBAHASAN 

A. Transplantasi Hukum  Dalam Melindungi  Indikasi Geografis Kopi Kintamani Guna 

Meningkatkan Nilai Ekonomi Produknya. 

  Dinamika kehidupan ekonomi menyebabkan terjadinya pergeseran nilai secara 

cepat yang membentuk rasionalitas (khususnya rasionalitas efektivitas dan efisien). 

Berkembangnya pandangan tentang kebaikan dan kebenaran hanya sekedar opini dan 



putusan berdasarkan cost and benefit. Hal ini menyebabkan budi nuranipun semakin 

menumpul dan menurut Nonet Selznick disebut legal moralism (hukum sok moralis). 

(Arief Shidartha,2009:2) 

        Kondisi ini mendorong negara industri menstandarkan hukum tentang 

perdagangan ke negara-negara berkembang. Konsepnya dikenal dengan teori 

transplantasi hukum termasuk dalam hukum merek. Menurut Alan Watson  transplantasi 

hukum adalah perpindahan sistem hukum dari suatu Negara ke Negara lain atau dari 

suatu bangsa ke bangsa lain.  Watson menegaskan bahwa, “what are borrowed or can be 

borrowed are legal rules, principles, institution and even structures.” (Tri Budiyono, 

2009:61) Perpindahan ini tidak hanya aturan hukumnya tetapi juga sistem hukumnya. 

transplantasi hukum dapat terjadi melalui dua cara, yaitu resepsi secara paksa dan resepsi 

secara suka rela.  Menurut Watson Transplantasi hukum dapat dilakukan dengan suka 

rela melalui 3 kategori, yaitu(Tri Budiyono, mengutip Watson Alan, 2009: 44 & 64) : 

a. “Ketika suatu bangsa memindahkan hukum ke suatu territorial yang berbeda  yang 
tidak ada peradapan yang dapat dibandingkan  atau dibedakan, kemudian 
menerima hukum dalam kondisi tersebut. 

b.  Ketika suatu bangsa memindahkan hukum kepada territorial yang berbeda dan 
terdapat peradapan yang dapat dibandingkan,  

c.    Ketika suatu bangsa secara sukarela menerima sebagian besar dari sistem hukum 
suatu bangsa atau beberapa bangsa lainnya.” 

 

            Konsep tranplantasi hukum ini ditentang dengan oleh Friederich Carl Von Savigny, 

Robert B. Seidman dan Michele Graziadei. Penolakan teori transplantasi hukum 

menganggap hukum merupakan bagian integral sebagai proses budaya, ideologi, atau 

moralitas suatu bangsa. Hukum dari suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dengan budaya 

masyarakat. Menurut Friederich Carl Von Savigny, hukum merupakan sesuatu yang 

ditemukan dari nilai yang dianut masyarakat tertentu dan hukum tidak mempunyai 

kekuatan berlaku secara universal. Oleh karenanya, setiap bangsa mengembangkan 

hukumnya sendiri. (Tri Budiyono, 2009: 68)  

         Transplantasi hukum menimbulkan pergeseran budaya, sehingga dapat 

berdampak langsung dengan budaya hukum.  Menurut pendapat Freidman,  budaya 

hukum terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang ada dalam masyarakat. Sehingga 

dikenal adanya  budaya hukum eksternal dan budaya hukum internal. Budaya hukum 

eksternal adalah budaya hukum  pada populasi umum, sedangkan budaya hukum internal 

adalah budaya hukum anggota masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum yang 

terspesialisasi. (Lawrence Freidman, M.Kozim, 2009:17).  



           Lahirnya konsep budaya hukum eksternal dan budaya hukum internal 

diakibatkan dengan adanya perbedaan kepentingan dalam kelompok masyarakat. 

Keduanya  menjadi faktor yang  menggambarkan perilaku masyarakat, yang berdasarkan 

penilaian masyarakat mengenai mana yang dianggap  berguna atau benar. Oleh karena 

itu, budaya hukum secara keseluruhan meliputi adat, kebiasaan, opini, cara bertindak dan 

berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum 

( Satjipto Rahardjo, 2006:17). Nilai tersebut lahir dalam suatu komunitas sosial untuk 

menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan. Sehingga dapat dikatakan hukum tidak 

dapat dilepaskan dari nilai yang hidup di masyarakat, selanjutnya nilai menjadi norma 

dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.  

              Indonesia yang terdiri dari suku-suku yang disebut dengan masyarakat adat. 

Pentingnya pengekuan masyarakat adat diatur dalam  Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I 

Ayat (1) UUD 1945 yang dalam isinya “negara menghormati dan mengakui keberadaan 

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat”. Hal ini dapat dijadikan landasan hukum yang cukup 

kuat agar negara mampu memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional 

masyarakat adat. Dalam ilmu antropologi pengertian dari masyarakat adat adalah suatu 

kesatuan hidup manusia yang berinteraksi satu sama lain menurut sistem adat tertentu 

yang sifatnya terus menerus dan terikat dengan rasa identitas bersama.  

         Kesatuan hidup manusia memiliki ikatannya bersifat tradisional dari generasi ke 

generasi dan memiliki organisasi perkumpulan yang teratur. (Hilman Hadikusuma, 2006: 

73). Selanjutnya dalam RUU tentang perlindungan Masyarakat Adat memberikan 

definisi  masyarakat adat adalah 

    “ kelompok masyarakat yang secara turun temurun  hidup di wilaqyah geografis   
tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur, mempunyai hak hak yang lahir dari 
hubungan yang kuatdengan sumber daya alam dan memiliki adat, nilai dan identitas 
budaya yang khas yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum 
yang ditegakkan oleh lembaga-lembaga adat.” 

 

           Masyarakat adat Bali merupakan masyarakat patrilinel yang menarik garis pihak 

bapak. Susunan masyarakatnya termasuk dalam persekutuan teritorial yang berbentuk 

desa. Kehidupan kekerabatan masyarakat adat Bali ada dalam Banjar yang merupakan 

satu kesatuan adat. Kehidupan masyarakat adat Bali berpedoman dengan peraturan 

tertulis yang dinamakan awig-awig yang bersumber dari agama Hindu.  



Kehidupan tradisional masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dari nilai sakral 

yang berkonsep komunalistik.  Dimana komunalistik merupakan salah satu simpul yang 

mengkondisikan keutuhan masyarakat sebagai kesatuan identitas. Oleh karena itu, sudah 

sewajarnya komunalistik mewarnai pembentukan hukum masyarakat dan menjadi makna 

penting dalam kehidupan masyarakat. (Djamanat Samosir, 1983: 3) 

 Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa, hukum adat adalah wujud konkret dari 

nilai-nilai sosial budaya. Nilai budaya melahirkan corak masyarakat adat berbeda dengan 

masyarakat kapitalisme. Corak masyarakat adat menjelma dari mentalitas bangsa 

Indonesia yang oleh FD Hollemen telah mengkonstruksikan 4 corak hukum adat dalam 

masyarakat adat, yaitu (Djamanat Samosir, 1983: 48 & 49): corak komunal,  corak regius 

magis, corak kontan dan corak kongrit. Sehingga dapat dikatakan bahwa corak komunal 

merupakan karakter kebarsamaan yang bersumber kesakralan. Berdasarkan alasan ini 

karya-karya yang dihasilkan masyarakat adat senantiasa diperuntukkan untuk 

komunitasnya dan pembuatannya berdasarkan landasan religius magis yang bernilai 

sakral. (Suriyaman Mustari Pide, 2016; 16) 

                Oleh karena itu, transplantasi hukum merek dalam UU Merek dan Indikasi 

Geografis dalam melindungi indikasi geografis masyarakat adat, seperti kopi Kintamani 

berpengaruh langsung dengan budaya komunal yang menjadi konsep hidupnya. 

   Konsep berpikir masyarakat terkait langsung dengan teori sistem hukum 

menurut Freidman. Salah staunya unsur budaya hukum memegang peranan penting, 

karena menentukan terciptanya efektivitas hukum. Sehingga dalam penegakan hukum 

perlu memperhatikan secara signifikan transplantasi hukum dan budaya hukum 

masyarakat setempat. Selain, memperhatikan unsur budaya hukum juga perlu 

mengkombinasikan dengan unsur substansi dan unsur struktur.  

 Unsur struktur terkait dengan lembaga yang diciptakan oleh sistem hukum 

misalnya pengadilan, ataupun lembaga yang berperan dalam hukum yang menentukan 

proses  pembentukan hukum dan penerapannya dalam masyarakat. Selain itu, unsur 

struktur terkait juga dengan institusi–institusi yang  ditetapkan secara hukum positif, 

seperti Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual. Unsur lain yang juga penting adalah 

unsur substansi yang merupakan aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang 

berada dalam sistem itu, dalam bentuk peraturan hukum seperti Undang-Undang No 20 

Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan pelaksana lainnya. 

(Lawrence Freidman, 2001: 7) Ketiga unsur ini saling terkait dalam penegakkan hukum 

dan harus saling melengkapi serta saling menyeimbangi. 



   Undang Merek dan Indikasi Geografis sebagai salah satu produk transplantasi 

hukum tentang Perlindungan indikasi geografis. Transplantasi dari hukum merek  

dituangkan secara khusus dalam ketentuan Agreement on Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights selanjutnya disingkat TRIPs, yang diatur secara khusus pada 

bagian 3 Pasal 22 sampai Pasal 24 TRIPs. Dalam Pasal 22 ayat (1) perjanjian TRIPs yang 

definisi indikasi geografis adalah: 

“Indikasi yang menandakan bahwa suatu barang berasal dari wilayah territorial 
Negara anggota atau dari sebuah daerah atau daerah local di dalam wilayah 
territorial itu, yang membuat kualitas reputasi, atau karakter-karakter khusus lain 
dari barang tersebut dapat dikaitkan secara esensial kepada asal geografis barang.” 

 

Ketentuan indikasi geografis diadopsi dalam TRIPs, salah satunya dari perjanjian 

Lisabon 1958. (Miranda Risang Ayu, 2006: 30 &31). Dalam Pasal 1 angka 7  UU No 20 

Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberi definisi indikasi 

geografis adalah: 

“Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal 
suatu barang, yang karena factor lingkungan geografis termasuk factor alam, factor 
manusia atau kombinasi kedua factor tersebut memberikan cirri dan kualitas tertentu 
pada barang yang dihasilkan”.  

 
               Perlindungan indikasi geografis lahir karena adanya pendaftaran sesuai Pasal 1 

angka 8 UU Merek dan Indikasi geografis. Dalam Pasal ini dinyatakan “ hak eksklusif 

diberikan negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar, selama 

reputasi, kualitas,  dan karakteristik tertentu yang dijadikan dasar diberikannya 

perlindungan hukum.” Kopi arabika  Kintamani merupakan kopi yang memiliki rasa 

yang khas yaitu sedikit rasa asam.  

                   Indikasi geografis dapat merujuk pada undang-undang untuk melindungi know 

how tradisional dan membantu mempertahankan nilai ekonomi dari barang-barang yang 

diproduksi secara lokal. Salah satunya kopi Kintamani dapat proses penanaman 

menggunakan metode tertentu. Pohon kopi ditanam diantara pohon jeruk, sehingga 

memberikan rasa yang unik dari kopi yang dihasilkan 

            Pada awalnya adanya pembinaan oleh ahli dari Perancis dan Taiwan yang 

membantu para petani kopi Kintamani sampai pendaftaran indikasi geografisnya pada 

Juli 2007. Sertifikat indikasi geografis kopi Kintamani diperoleh pada 5 Desember Tahun 

2008. Sehingga dapat dikatakan bahwa lahirnya hak MPIG kopi Kintamani sejak tanggal 

dikeluarkan sertifikat. Namun, untuk mendaftarkan produk indikasi geografis perlu 

memperhatikan  ketentuan Pasal 56 UU Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan 



bahwa produk tersebut “tidak boleh bertentangan dengan ideologi, agama, kesusilaan 

dan peraturan yang berlaku”. Selain itu, produk tersebut “tidak boleh menyesatkan 

konsumen dan nama indikasi geografis tersebut tidak boleh menggunakan varietas 

tanaman.” Ketentuan Pasal 56 UU Merek dan Indikasi Geografis ini perlu diperhatikan 

oleh pemohon hak.  Proses pendaftaran indikasi geografis ini melalui pemeriksaan 

substantif oleh Tim Ahli indikasi geografis. Selain itu, Tim ahli juga melakukan 

pengawasan secara berkala  lingkungan geografis dari produk yang didaftarkan indikasi 

geografis.  

Pengawasan ini terkait langsung dengan  jangka waktu perlindungan indikasi 

geografis sesuai Perlindungan indikasi geografis ditentukan oleh terpelihara lingkungan 

geografis yang menentukan ciri dan kualitas produk yang dihasilkan. Ketentuan ini diatur 

Pasal 61 ayat (1) UU No 20 tahun 2016 yang isinya: “Indikasi Geografis dilindungi 

selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya 

pelindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.”Ketentuan  Pasal 61 ayat 1 ini  diatur 

lebih lanjut dalam Pasal 4 PP Indikasi Geografis yang isinya “indikasi geografis 

dilindungi selama karakteristik  khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya 

perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada” Sehingga dapat dikatakan 

bahwa masyarakat penghasil indikasi geografis, wajib menjaga kualitas lingkungan 

geografisnya agar perlindungan indikasi geografis dapat terus terjaga untuk menjamin 

mutu produknya. 

    Indikasi geografis merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang unik, 

karena indikasi geografis dapat dikatakan perlindungan yang berbasis pengetahuan 

tradisional yang berkonsep komunal. (Imas Rosidawati Wiradirja dan Fontian Munzil, 

2017:17). Berdasarkan pemahaman ini, maka kepemilikan indikasi geografis pada kopi 

Kintamani, di pegang haknya oleh masyarakat perlindungan indikasi geografis kopi 

Kintamani, yang disingkat MPIG kopi Kintamani. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 53 

ayat 3 UU no 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur pihak-

pihak yang berhak mendaftarkan indikasi geografis tersebut, yaitu: 

“Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:a. lembaga yang 
mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan 
suatubarang dan/atau produk berupa: sumber daya alam; barang kerajinan tangan; 
atau 3. hasil industri.b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.” 

 
Berdasarkan ketentuan pasal diatas dapat terlihat, bahwa indikasi geografis 

merupakan kepemilikan secara komunal yang dikuasai oleh masyarakat yang 



menghasilkannya. Aspek nilai komunal yang melekat pada indikasi geografis juga dapat 

dilihat pada jangka waktu perlindungan hukumnya yang tidak mengenal batas waktu 

selama kondisi lingkungan geografis termasuk lingkungan alamnya tidak berubah. 

 MPIG kopi Kintamani terdiri dari 110 anggota yang terdiri dari terdiri dari 

kelompok petani produsen kopi gelondong merah yang beranggotakan subak abian 

(petani kebun), pengolah kopi dengan anggota kelompok subak abian, pengolahan, dan 

penyangrai swasta yang tersebar di sejumlah daerah. (Santi Mulyawati, 2021:1). 

Masyarakat Kabupaten Bangli yang umumnya petani kopi yang tergabung  dalam  

Masyarakat Pengguna Indikasi Geografis, selanjutnya disingkat dengan MPIG Kopi 

Kintamani.   

  Transplantasi hukum merek dan indikasi geografis dikaitkan dengan budaya 

hukum  masyarakat petani dan pihak terkait cukup baik. Secara mayoritas pengetahuan 

dan pemahaman masyarakat  petani di Kabupaten Bangli Bali tentang UU merek dan 

Indikasi geografis mencapai 70 %. Tingginya pengetahuan masyarakat petani, karena 

seringnya dilakukan sosialisasi tentang pentingnya merek dan indikasi geografis bagi 

produk mereka oleh pihak swasta dan pemerintah Hal ini dapat terlihat pada diagram 

lingkar di bawah ini: 

 
 

Berdasarkan pengamatan dan diskusi dengan  masyarakat petani lebih mudah 

menerima UU merek dan indikasi geografis mengenai  pentingnya perlindungan indikasi 

geografis kopi Kintamani, karena menganggap bahwa perlindungan merek maupun 

indikasi geografis dapat meningkatkan nilai ekonomi produk kopinya. Penerimaan 

70%

30%

Gambar 1. Pengetahuan UU Merek & Indikasi 
Geografis Bagi Petani Kopi

Memiliki pengetahuan UU Merek dan Indikasi Geografis

Tidak Memiliki pengetahuan UU Merek dan Indikasi Geografis



masyarakat petani dan pihak terkait yang tergabung dalam MPIG Kopi Kintamani dapat 

dilihat di bawah ini: 

 

 
 

Penerimaan masyarakat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat petani 

kopi Kintamani dan pihak terkait dengan mendaftarkan indikasi geografis dan merek B-

36 untuk produknya   pada Juni Tahun 2007. Masyarakat telah memahami pentingnya 

menjadi pemegang hak merek dan pemilik indikasi geografis.  

 

     
    

          Selama ini, merek yang telah didaftarkan merek B-36. Namun, sebaiknya 

penghasil kopi Kintamani dapat menggunakan merek kolektif, mengingat pengelola 
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Gambar 2. Penerimaan Perlindungan 
Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Kabupaten Bangli

Masyarakat memiliki perlindungan
Indikasi Geografis

Masyarakat tidak memiliki perlindungan
Indikasi Geografis
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Gambar 3. Pemegang hak atas Kopi Kintamani

Masyarakat memiliki perlindungan Merek

Masyarakat tidak memiliki perlindungan Merek



indikasi geografis kopi Kintamani adalah koperasi. Oleh karena, pemilik merek kolektif 

adalah asosiasi atau suatu wadah usaha termasuk koperasi. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa konsep merek kolektif merupakan pengecualian  dari prinsip merek yang 

dianggap sebagai simbol asal yang mengidentifikasi sumber barang atau jasa. (Rahmi 

Djened, 2015: 279) 

         Merek kolektif dikenal dalam Pasal 1 angka 4 UU Merek dan Indikasi Geografis 

yang menyatakan bahwa meek kolektif adalah  

“Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik berkaitan 
dengan sifat, ciri umum dan mutunya, serta pengawasan diperdagangkan oleh 
beberapa orang dan badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan 
dengan barang dan atau jasa yang sejenis.”  

 
   Syarat formalitas pendaftaran merek kolektif sedikit berbeda dengan merek 

biasa. Pada Pendaftaran merek kolektif ada keharusan untuk melampirkan anggaran 

dasar yang memuat ketentuan mengenai karateristik barang atau jasa termasuk hak dan 

kewajiban anggota. Dalam anggaran dasar juga mencantumkan pengawasan dan sanksi 

apabila ada pihak yang melanggar. (Ranti Fauza mayana dan Tisni Santika, 2021: 116).    

Keberadaan merek kolektif bagi dunia usaha lebih efektif  digunakan bagi usaha 

kecil dan usaha menengah termasuk koperasi. Pada prinsipnya merek kolektif ini 

merupakan merek yang digunakan secara Bersama-sama untuk meningkatkan nilai 

ekonomi dari mereknya dan menguasai pangsa pasar.  

            Berdasarkan pemahaman ini, ada baiknya  kopi Kintamani minimal dilindungi 

dua hak di bidang hak kekayaan intelektual, yaitu perlindungan  indikasi geografis dan 

perlindungan merek kolektif. Penggunaan merek kolektif dapat menjadi salah satu alat 

untuk menguasai pasar dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang 

tergabung dalam MPIG Kopi Kintamani. 

 

B. Upaya Berbagai Pihak  Di Kabupaten Bangli Bali Dalam Melestarikan Lingkungan 

Geografis  Kopi Kintamani. 

  Kondisi masyarakat Kabupaten Bangli Bali, yang memiliki budaya hukum  

tinggi telah mampu  mengantisipasi transplantasi hukum merek dalam melindungi 

indikasi geografis kopi Kintamani. Masyarakat petani maupun pihak terkait yang 

tergabung dalam MPIG Kopi Kitamani memahami, bahwa perlindungan indikasi 

geografis hanya merupakan langkah awal dari proses perlindungan hukum, justru yang 



paling terpenting adalah menjaga lingkungan geografis agar produk pertanian dihasilkan, 

tetap terjaga kualitas kopi Kintamani. kekerabatan yang erat sesama anggota masyarakat.  

          Berkaitan dengan pelestarian lingkungan, masyarakat petani tetap menjaganya 

dengan menanam pohon jeruk diantara pohon kopi. Hal ini bertujuan untuk 

menghasilkan rasa khas pada kopinya. Selain itu, sistem pengolaan tetap dijaga sesuai 

dengan prosedur yang sudah ada.  

           Di sisi lain pelestarian lingkungan geografis, bukan hanya  menjadi tanggung 

jawab masyarakat yang telah melakukan monitoring mandiri, tetapi juga tanggungjawab 

oleh  produsen secara individu. Selain itu, peran aktif Pemerintah Kabupaten Bangli 

dilakukan dengan cara melakukan pengawasan bersama-sama instansi terkait yaitu Dinas 

Pertanian dan Dinas Perkebunan dalam bentuk kunjungan rutin ke petani kopi untuk 

memberikan penyuluhan dan memeriksa hasil biji kopi agar mutunya tetap terjaga.  

          Dalam hal ini, Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan telah melakukan pelatihan 

dan pengawasan terhadap kualitas kopi Kintamani. Selain itu, Tim Ahli indikasi 

Geografis juga bertugas  melakukan pengawasan serta monitoring pada pemakai indikasi 

geografis yang hasilnya disampaikan kepada Direktorat Jenderal dan lembaga lain yang 

terkait. Hal ini dilakukan untuk menghindari  kondisi lingkungan geografis tersebut rusak 

atau berubah strukturnya, sebab akibat rusaknya lingkungan geografis berdampak pada  

berakhir perlindungan indikasi geografis. Pelestarian lingkungan geografis merupakan 

suatu keharusan yang dilakukan sesuai amanat UU Merek dan Indikasi Geografis.  

              Pemerintah Kabupaten Bangli juga memberikan dukungan dan berperan aktif 

untuk menyiapkan berbagai perijinan, melakukan promosi dan membentuk kerja sama 

dengan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan. Para 

instansi terkait juga melakukan pelatihan dan pengawasan terhadap kualitas kopi 

Kintamani.   

             Berdasarkan upaya hukum yang dilakukan selama ini, dapat dikatakan bahwa 

budaya hukum masyarakat cukup baik. Sehingga transplantasi hukum merek dalam 

melindungi indikasi geografis kopi Kintamani, berjalan seiring dan tidak berdampak 

negatif bagi budaya hukum masyarakat adat yang berprofesi sebagai petani. Pemahaman 

dan penerimaan masyarakat adat Kabupaten Bangli Bali dan pihak yang terkait terhadap 

diperolehnya sertifikat indikasi geografis dan hak atas merek B-36 pada Juni 2007. 

 Selain itu, masyarakat petani penghasil kopi Kintamani juga selama ini 

senantiasa memakai logo indikasi geografis dalam kemasannya sebagai salah satu 

kewajiban yang ditetapkan UU Merek dan Indikasi Geografis. 



 

Tabel 1: Pendaftaran HKI Produk Kopi Kintamani 
No Uraian  Telah 

Terlaksana 

Belum 

Terlaksana 

Keterangan 

 1 Pemakaian indikasi 

geografis 

        v   Telah 

mendapatkan 

sertifikat     

 2 Pemakaian Merek         v           Telah 

mendapatkan 

sertifikat            

     

*Data diolah pada tanggal 22 Juli sampai 24 Juli 2020. 

 

Pemerintah Kabupaten Bangli juga memberikan dukungan dan berperan aktif 

untuk menyiapkan berbagai perijinan, melakukan promosi dan membentuk kerjasama 

dengan berbagai instansi terkait. Aspek lain yang dilakukan masyarakat maupun 

pemerintah daerah adalah memasarkan produk tersebut secara internasional.  

Strategi masyarakat yang tergabung dalam MPIG kopi Kintamani, telah 

memasarkan produk kopinya dengan  bekerja sama dengan swasta  untuk mengekspor ke 

Amerika, Itali,  Eropa dan Jepang. Alasannya pemasaran dilakukan untuk pada skala 

ekspor, karena harga kopi Kintamani cukup mahal untuk pasar dalam negeri. Sehingga 

dikhawatirkan sulit untuk dijangkau pada konsumen pasar dalam negeri  

Tabel 2: Strategi Pemasaran Indikasi Geografis Kopi Kintamani  yang Dilakukan 
Masyarakat Bangli 

No Uraian Ekspor Pasar Dalam 

Negeri 

Keterangan 

 1 Koperasi          v         -   

 2 Swasta         v            

3 Pemerintah Kabupaten 

Bangli 

     -          - Membantu 

melakukan 

promosi 

*Data diolah pada tanggal 25 Juli sampai 26 Juli 2020 

Masyarakat adat Bali termasuk masyarakat Kabupaten Bangli Bali memiliki 

sistem kekerabatan yang baik. Sehingga mampu bekerjasama mewujudkan langkah-



langkah pragmatis secara tepat dalam  maksimal  nilai ekonomi dari pemasaran kopi 

Kintamani. Perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemasaran secara 

luas ditingkat internasional adalah perlu adanya peran aktif Pemerintah pusat untuk 

mempromosikan dan melakukan pendampingan dalam memperluas  promosi ke pasar 

internasional. Sehingga dapat meningkatkan pendapat masyarakat yang tergabung dalam 

MPIG dan juga daerah. 

 

V.PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Transplantasi hukum tidak selalu menimbulkan dampak negatif terhadap budaya 

hukum  masyarakat Kabupaten Bangli. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya  

budaya hukum masyarakat Kabupaten Bangli, yang tercermin dengan baik tingkat 

pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melindungi kopi 

Kintamaninya melalui indikasi geografis dan hak atas merek. Selain itu, kekerabatan 

masyarakat Kabupaten Bangli yang erat membuat masyarakat dapat menciptakan 

sistem yang tepat dalam mengelola indikasi geografis kopi Kintamani di daerahnya. 

Selain itu, masyarakat petani dan pihak terkait yang tergabung dalam MPIG kopi 

Kintamani serta Permerintah Daerah telah mampu menjaga pelestarian lingkungan 

geografis kopi Kintamani. 

2. Upaya yang dilakukan berbagai pihak dan pemerintah daerah yang senantiasa 

melakukan monitoring, penyuluhan, promosi untuk membantu petani kopi.  Salah 

satu upaya pragmatis  dilakukan  monitoring pelestarian lingkungan geografis dan 

menjaga mutu kopi. Masyarakat dan produsen bertanggungjawab melakukan 

monitoring mandiri. Selain itu, adanya strategi pemasaran yang tepat dalam 

mengembangkan dan pemanfaatkan produk kopi Kintamani yang dilindungi indikasi 

geografis. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Bangli memberikan dukungan 

penuh dengan mempermudah segala perijinan yang dibutuhkan. Sikap ini 

membentuk perilaku hukum dalam masyarakat  yang dibuktikan dengan ketaat 

hukum dan menciptakan kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat. 

 

B. Saran  
1. Perlu adanya  peran aktif  Pemerintah Pusat untuk melakukan promosi secara luas 

guna meningkatkan pemasaran di tingkat internasional, Sehingga dapat 



meningkatkan pendapatan masyarakat yang tergabung dalam MPIG dan Daerah 

Bali. 

2. Perlu adanya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pentingnya merek kolektif 

bagi produk indikasi geografis kopi Kintamani dalam meningkatkan nilai ekonomi 

produknya dan menguasai pangsa pasar internasional. 
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